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PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian,
rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian. Bagian latar belakang masalah

menjelaskan isu yang berkaitan depgai, board governance, transparansi BUMN

dan mandatory discl@sure. Berdasarkan Jatar belakang penelitian, rumusan

berkontribusi dalam pembangunan perekoncmian nasional, berpartisipasi dalam
mengatasi berbagai permasalahan nasional dan ikut bertanggung jawab dalam
peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia (Harahab, 2012). Jumlah
perusahaan BUMN di Indonesia berdasarkan sektor industri dibagi menjadi 13

sektor, sebagai berikut:



Tabel 1.1
Jumlah BUMN Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2012
Sektor BUMN Jumlah
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 25
Sektor Pertambangan dan Penggalian 5
Sektor Industri Pengolahan 31
Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin 2
Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang, 2

Pembuangan Pembersihan Limbah dan Sampah

Sektor Konstruksi 10
Sektor Perdagangan Bes Perawatan 4
Mobil dan Motor
Sektor Transportasi daf 23
Sektor Penyediaag Ako 1
Sektor Informasijglan Ko 3
Sektor Jasa Keuanga 23
Sektor Real Est 2
Sektor Jasa Pabfesionatimiah da 10
141

Sumber : website K menter@UMN(

Kementeria governance untuk
mewujudkan cita-cita pe BUMN menjadi perusahaan

kelas dunia, dimana board goveanc merupakan salah satu unsur di dalamnya
(Harahab, 2012). Ketentuan mengenai corporate governance pada BUMN di
Indonesia diatur melalui Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M-
MBU/2002 tentang “Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)” kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri
Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang “Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate governance) pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)”. Disamping itu, ketentuan di atas juga didukung oleh
Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang

“Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh



Perusahaan Tercatat” dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.
Kep-06/PM/2000 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”. Dua
ketentuan terakhir mengatur tentang kewajiban keterbukaan informasi kepada
publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan
emiten dan perusahaan publik serta mendorong terlaksananya corporate

governance.

Corporate Go la internasional dan

inerja BUMN di
Indonesia adalz ] P81 N vyang berdasarkan

Good Corporate

Corporate governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)” adalah
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Salah satu prinsip utama corporate governance adalah transparansi
(Organization for Economic Cooperation and Development, 2004). BUMN di
Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Kamal (2010)
menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu permasalahan utama
BUMN di Indonesia.

Hasil penelitian Suharli dan Amrullah (2007) menunjukkan bahwa tingkat

ketaatan mandatory disclosure BUMN periode tahun 2002-2004 di Indonesia



sebesar 38,52%. Hasil ini mengindikasikan rendahnya tingkat ketaatan mandatory
disclosure perusahaan BUMN pada periode tersebut. Tingkat ketaatan mandatory
disclosure periode tahun 2002-2004 masih rendah. Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mensyaratkan pengungkapan 100%

dalam SE-02/PM/2002 tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan

Keuangan Emiten atau Pe

eraturan yang mewaj kan erus i
p yang R p g?W@

yang memadai dalam Iaw euangag. I, dapat disimpulkan

e ‘
yak@ahaan :
A

oleh Kochetygova, Popivshchy, Shvyrkov, Todres, dan Liadskaya (2005).

Penelitian tersebut dilakukan terhadap 11 (sebelas) SOE yang terdaftar maupun
tidak terdaftar di bursa saham Rusia pada tahun 2004. Hasil penelitian
Kochetygova et al. (2005) menunjukkan bahwa tingkat ketaatan mandatory
disclosure pada SOE di Rusia pada tahun 2004 adalah sebesar 47%. Penelitian
lain dilakukan di Ghana oleh Odainkey dan Simpson (2012) dengan menggunakan
40 (empat puluh) SOE di Ghana tahun 2005-2008 dan hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa tingkat ketaatan mandatory disclosure dan sukarela adalah

sebesar 71,27%. Penelitian terdahulu di Asia yang menguji ketaatan mandatory



disclosure sejauh ini belum spesifik pada SOE, hanya berfokus pada perusahaan
publik (Abdullah, 2013; Prawinandi, Suhardjanto, dan Triatmoko, 2012; Utami,
Suhardjanto, dan Triatmoko, 2012; Hossain, 2008). Ketaatan BUMN di Indonesia
terhadap item-item mandatory disclosure masih rendah, ini sejalan dengan

dengan ketaatan SOE terhadap mandatory disclosure yang secara umum di

BUMN merupakan

“korupsi, kolusi, dan

transparansi. Transparansi yang minim pada BUMN Indonesia ditunjukkan
dengan tidak diungkapkannya penjualan aset milik BUMN, diantaranya penjualan
anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indonusa Telemedia (Telkom
Vision) kepada Trans Corp (Republika, 2013). Hal yang sama terjadi pada
rencana penjualan PT Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel), anak perusahaan PT
Telekomunikasi Indonesia yang mengelola berbagai menara pemancar
(Metrotvnews, 2013). Temuan BPK mengenai penyalahgunaan dana corporate
social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan BUMN juga merupakan

indikasi minimnya transparansi BUMN di Indonesia. Temuan BPK ini antara lain



adalah berupa penggunaan dana CSR untuk biaya haji pegawai dan pimpinan
BUMN serta kegiatan Dharma Wanita (Detik, 2011).

Kasus lain terjadi pada PT Kimia Farma Tbk, melalui modus
penggelembungan laba bersih tahun 2001 senilai Rp. 32,660 miliar, karena laba

bersih yang seharusnya sebesar 99,590 miliar dilaporkan Rp. 132,000 miliar

merupakan auditor PT Kimia Far I, 2008). Bapepam dalam
~

Siaran Pers tanggel 27 D bahwa BT Kimia Farma, Tbk.
@

terbukti melanggar @ran { tentang Pedoman

tentang “Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal” (juncto Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995) tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Herwidayatmo, 2002). Selain itu, berdasarkan Pasal 5
huruf n UU No. 8 tahun 1995, Direksi lama PT Kimia Farma, Thk. periode tahun
1998-Juni 2002 diwajibkan membayar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
untuk disetor ke kas negara, karena melakukan penggelembungan nilai dalam
laporan keuangan per 31 Desember 2001 (Herwidayatmo, 2002). Kasus tersebut

akibat tidak dipatuhinya Kep-06/PM/2000 tentang “Pedoman Penyajian Laporan



Keuangan” serta prinsip-prinsip corporate governance yang sehat, berupa
pengungkapan yang akurat dan transparan.

Transparansi yang rendah merupakan indikasi lemahnya mekanisme
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagai elemen pengawasan

dalam struktur perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan tugasnya dengan

memadai (Johari, Sa h, Jaffar, a@mﬁan, 2008). Pembahasan corporate
~ =y
governance di /Andone mbegiikan p% khusus terhadap Dewan

Komisaris, karel

Komisaris 2009). Dewan
Komisaris me MN (Siallagan dan
Machfoedz, 200¢ nengambil keputusan
demi kepentingan mere gkan kepentingan prinsipal
(misalnya pemegang sah peran Dewan Komisaris yang

efektif diperlukan untuk menjaga kepentingan pemegang saham dan mengontrol
proses pengambilan keputusan serta tindakan manajemen (Sulong dan Nor, 2008).

Dewan Komisaris dapat meningkatkan pengungkapan perusahaan untuk
pemegang saham (Michelon dan Parbonetti, 2010). Hal ini disebabkan tugas
Dewan Komisaris untuk mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan
persero dan memberikan nasihat kepada Direksi (UU No. 19 Tahun 2003 tentang
BUMN). Pengawasan oleh Dewan Komisaris yang lebih intensif menghasilkan
pengungkapan yang lebih komprehensif dan berkualitas (Allegrini dan Greco,

2011). Paparan di atas mengindikasikan bahwa baik dan buruknya tingkat



transparansi yang terjadi dalam suatu perusahaan menunjukkan kuat dan
lemahnya fungsi pengawasan board governance. Atas dasar argumentasi tersebut,
dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh board
governance terhadap ketaatan mandatory disclosure pada Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) non-keuangan di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada

sebelumnya ole O\A@“sah (£598). Dl telah ghtl pengaruh karakteristik

atofy dlasu a padé (empg

penelitian tersebut

puluh sembilan)

memiliki lebih banyak akses ke teknologi modern dan dapat menghasilkan
informasi lebih murah. Hal ini menyebabkan perusahaan besar mengungkapkan
lebih banyak informasi dalam laporan tahunannya di Zimbabwe (Owusu-Ansah,
1998). Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan mandatory disclosure
dalam penelitian ini, karena perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung
untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mendukung keberlanjutan
posisi mereka (Owusu-Ansah, 1998).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Popova, Georgakopoulos,

Sotiropoulos, dan Vasileiou (2013) meneliti hubungan antara mandatory



disclosure dan nilai perusahaan serta karakteristik khusus perusahaan. Sampel
yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 20 perusahaan yang termasuk
dalam kategori UK FTSE 350 dan dipilih secara random selama tahun 2006-2010.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas

tidak berpengaruh dengan kepatuhan mandatory disclosure.

Beberapa peneliti A Vangmieogunakan variabel corporate

governance untuk mengetahui e@m@ya terap ketaatan mandatory
‘ P’

disclosure. Penelitian %Mi 65 perusahaan yang
¢ ‘ _

terdaftar pada A str@eeurit ; e %men Ji hubungan antara

kué Dey

dalam laporan keuangan a Ukuran Dewan Komisaris yang
besar lebih bervariasi kemampuan khususnya, sehingga lebih mampu
melaksanakan fungsi manajemen.

Hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Cheung, Connelly, Limpaphayom
dan Zhou (2006) yang meneliti 148 perusahaan Hong Kong. Penelitian ini
menguji pengaruh corporate governance (melalui proksi konsentrasi kepemilikan,
komposisi dewan dan board size) terhadap praktik pengungkapan dan transparansi
perusahaan, termasuk di dalamnya mandatory disclosure yang juga diteliti dalam

penelitian ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa board size tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan dan transparansi di Hong Kong.
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Penelitian terdahulu membuktikan pengaruh corporate governance
terhadap ketaatan mandatory disclosure menggunakan variabel independen
dengan fokus pada board governance. Al-Akra, Eddie, dan Ali (2010) meneliti
pada perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar dalam Amman Stock

Exchange, yang menguji pengaruh variabel corporate governance dengan fokus

tersebut ment 'ukkangbw ' it terhadap ketaatan

mandatory disc sure.%sil pen bermanfaat dalam

mendukung pene ulis gtina meneliti pengaruh
2

board governance -'_‘.4 btaatan Mandatory ‘disclosure perusahaan BUMN di

L ’
Indonesia. ‘

Ketaatan mandatory disclosure yang diteliti oleh Al-Akra et al. (2010)
serta Hossain (2008) merupakan ketaatan mandatory disclosure pada perusahan
swasta. Selain itu, variabel independen yang digunakan dalam dua penelitian
tersebut, merupakan variabel corporate governance, sehingga tidak memberikan
perhatian khusus terhadap peranan board governance. Hal ini mendorong
pentingnya dilakukan penelitian tentang ketaatan mandatory disclosure pada
perusahaan BUMN, dengan berfokus pada board governance.

Penelitian tentang ketaatan mandatory disclosure yang dihubungkan

dengan variabel board governance pada BUMN di Indonesia, sejauh ini belum
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penulis temukan. Penelitian sebelumnya oleh Prawinandi et al. (2012) dilakukan
terhadap 473 perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-
2010. Penelitian tersebut menguji pengaruh corporate governance, menggunakan
beberapa variabel board (jumlah Dewan Komisaris, proporsi Komisaris

independen, latar belakang pendidikan Komisaris Utama, proporsi komisaris

wanita dan jumlah anggg

menunjukkan bahwa corporate governance yang diukur menggunakan berbagai
proksi, merupakan faktor yang berpengaruh terhadap ketaatan mandatory
disclosure di Indonesia.

Perbedaan kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada
obyek penelitian dan pengukuran mandatory disclosure yang digunakan. Obyek
penelitian ini  menggunakan sampel BUMN non-keuangan. Pengukuran
mandatory disclosure dalam penelitian ini menggunakan item-item pengungkapan
berdasarkan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang Penyajian

dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik untuk
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industri konstruksi, manufaktur, telekomunikasi, jalan tol, perkebunan, real estate
dan transportasi serta Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/BL/2008 tentang
Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau
Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan

Perbankan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan

menggunakan item

Presentation ang

Board ve@ yangf™ diprok§ikan m@ui board characteristics
merupakan afeibut yagazim gur&n ‘ tuk@awasoard of directors
(llona, 2008). i 2V, i i

adalah Dewan

adalah ukuran Dewan Komisaris (Barako, 2007; Al-Akra, Eddie, dan Ali, 2010;
Anderson, Mansi, dan Reeb, 2004), proporsi Komisaris independen (Eng dan
Mak, 2003; Huafang dan Jianguo, 2007; Cerbioni dan Parbonetti, 2007), jumlah
rapat Dewan Komisaris (Carcello, Hermanson, Neal, dan Riley Jr, 2000; Allegrini
dan Greco, 2011; Brick dan Chidambaran, 2007), latar belakang pendidikan
Komisaris (Amran dan Ahmad, 2011; Minton, Taillard dan Williamson, 2011;
Chemmanur dan Paeglis, 2004), pengalaman internasional Komisaris (Gantenbein
dan Volonte, 2011; Sommer, 2012; Horner, 2006), pengalaman Komisaris sebagai

Direktur Utama (Adams, Almeida, dan Ferreira, 2005; Anderson, Reeb,
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Upadhyay, dan Zhao, 2009; Berezinets, Ilina, dan Muravyev, 2011) dan
pengetahuan industri Komisaris (Meyerinck, Oesch dan Schmid, 2011; Ness,
Miesing, dan Kang, 201; Chemmanur dan Paeglis, 2004).

Ukuran Dewan Komisaris yang besar lebih efektif dibandingkan jumlah

yang lebih kecil, karena semakin banyak anggota Dewan Komisaris yang

melakukan pengawasan (Dali@imid? phasen,, dan Ellstrad, 1999). Semakin

menunjukkan hasil berbeda dilakukan oleh Hassan (2013) pada 75 perusahaan
yang terdaftar dalam Egypt Stock Exchange (EGX) tahun 2007. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh
terhadap ketaatan mandatory disclosure. Lebih lanjut, hasil tersebut disebabkan
oleh keberadaan mayoritas Komisaris perusahaan yang terdaftar di EGX tidak
memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dengan baik tindakan manajemen
serta ketidaksadaran Komisaris akan pentingnya transparansi. Dampak dari

kondisi tersebut mendorong pengungkapan yang selektif oleh manajemen untuk



14

menghindari kompetisi dan melindungi reputasi perusahaan, walaupun minimnya
pengungkapan merupakan pelanggaran atas peraturan.
Komisaris independen adalah Komisaris yang tidak memiliki hubungan

bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi

dan Dewan Komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006).

Barani, Garkaz dan Pakzad (2013) menggunakan 194 perusahaan di Tehran Stock
Exchange tahun 2007-2011. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
proporsi Komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat mandatory
disclosure dalam laporan keuangan. Argumentasi yang dilakukan adalah karena
keberadaan Komisaris independen dapat meningkatkan kemampuan dewan
komisaris dalam mengawasi manajemen, karena cenderung tidak bekerja sama
dengan manajemen untuk kepentingan pribadi, sehingga dapat mendorong
perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih optimal kepada stakeholder

(Beretta, Bozzolan, dan Michelon, 2011).
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Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad, Syahimi, Yahya,
dan Mahzan (2009) di Malaysia menggunakan sampel 159 perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Malaysia tahun 2006 menunjukkan bahwa proporsi

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketaatan mandatory disclosure.

Penjelasan dari hasil penelitian Muhamad et al. (2009) adalah bahwa Komite

dan digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian yang mengaitkan proporsi
Komisaris independen dan tingkat ketaatan mandatory disclosure.

Dewan Komisaris harus memiliki jadwal untuk melakukan pertemuan
(European Committee of Corporate governance, 2007). Semakin sering Dewan
Komisaris melaksanakan rapat, maka kekurangsesuaian pelaksanaan perusahaan
akan semakin cepat terdeteksi (Suhardjanto dan Anggitarani, 2010). Hal ini
mengindikasikan apabila semakin sering rapat dilakukan, maka semakin cepat
mendorong perusahaan untuk meningkatkan mandatory disclosure-nya. Hasil

penelitian tersebut didukung oleh Ettredge, Johnstone, Stone, dan Wang (2010)
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serta Kent dan Stewart (2008). Berbeda dengan penelitian Sen (2011) yang
menunjukkan bahwa jumlah rapat Dewan Komisaris tidak mempengaruhi
ketaatan mandatory disclosure perusahaan.

Penelitian Ettredge et al. (2010), Kent dan Stewart (2008), dan Sen (2011)

di atas dilakukan pada perusahaan swasta, selain itu penelitian tersebut dilakukan

dasar dan memberi nasihat kepada Direksi, sedangkan Direksi bertanggung jawab
atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan dan pengalaman
untuk menunjang fungsinya sebagai pengawas (Soyturk, 2009). Salah satu
pengetahuan dan pengalaman yang menunjang fungsi Dewan Komisaris adalah
latar belakang pendidikan ekonomi/bisnis. Latar belakang pendidikan di bidang
ekonomi/bisnis membuat anggota Dewan Komisaris memiliki kemampuan yang
lebih baik dalam mengelola perusahaan dan mengambil keputusan bisnis

(Suhardjanto dan Anggitarani, 2010). Dewan Komisaris diharapkan lebih
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memahami pentingnya mandatory disclosure bagi perusahaan maupun
stakeholders. Diantaranya adalah untuk membentuk citra perusahaan dan
memperoleh kepercayaan dari investor dan kreditor serta untuk memenuhi
kebutuhan infomasi bagi stakeholders. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong

perusahaan untuk melakukan mandatory disclosure yang memadai.

Prawinandi et al. (20 2) pada 4 S@Waan yi
: ~ 4

Indonesia tahun 2009-2 sil dai

Pengalaman internasional anggota Dewan Komisaris merupakan hal
penting bagi perusahaan berskala internasional (Gantenbein dan Volonte, 2011).
Hal ini relevan dengan himbauan pemerintah agar BUMN di Indonesia menjadi
perusahaan kelas dunia (Harahab, 2012). Pengalaman internasional ini dapat
meningkatkan kapasitas perusahaan menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian
lingkungan internasional (Horner, 2006). Dengan pemahaman tentang pasar
internasional, Dewan Komisaris dapat lebih memahami pentingnya mandatory

disclosure perusahaan sebagai sarana menarik investor dan kreditor luar negeri,
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sehingga dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak
informasi wajib.

Penjelasan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Holm dan
Scholer (2012) di Denmark pada 100 most traded Danish companies yang

terdaftar di Copenhagen Stock Exchange tahun 2004. Hasil penelitian tersebut

ilwpenoalaman internasional anggota

Miesing, dan Kang, 2010). Peningkatan pengetahuan dan pengalaman tentang
operasional perusahaan ini membuat komisaris lebih memahami pentingnya
mandatory disclosure bagi keberlangsungan perusahaan, sehingga dapat
mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi yang
bersifat wajib.

Penelitian terdahulu yang mendukung argumentasi di atas dilakukan oleh
Anderson et al. (2009) pada 615 perusahaan yang terdaftar dalam Russell 1000

Companies di US tahun 2003-2005. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
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pengalaman menjabat sebagai Direktur Utama merupakan faktor yang
berpengaruh terhadap heterogenitas board of directors.

Pengetahuan industri merupakan pengetahuan dan pengalaman lain yang
penting untuk dimiliki anggota Dewan Komisaris. Menurut Undang-Undang No.

19 Tahun 2003 tantang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa anggota

memahami  bahwa kurang memadai akan
dan tidak dipercaya lagi oleh investor, karena mereka kesulitan dalam menilai
kinerja perusahaan, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan
informasi yang bersifat wajib.

Penjelasan di atas didukung oleh hasil penelitian Gantenbein dan Volonte
(2011) menunjukkan bahwa 56% anggota Dewan Komisaris di Swiss memiliki
pengetahuan industri. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengetahuan
industri bagi Dewan Komisaris. Penelitian Gantenbein dan Volonte (2011) di atas
hanya bertujuan untuk mengetahui banyaknya pengetahuan industri anggota

Dewan Komisaris, namun tidak mengaitkan pengetahuan industri dengan
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mandatory disclosure perusahaan. Selain itu penelitian tersebut menggunakan

perusahaan swasta dan dilakukan di negara yang menerapkan one-tier system.
Selain board governance tersebut, faktor lain yang mempengaruhi

mandatory disclosure adalah karakteristik perusahaan, yakni size perusahaan dan

status listing perusahaan. Perusahaan dengan size besar akan lebih banyak

Stakeholders  (Galani,

dilakukan oleh

karena perusahaan listing tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku, di
mana peraturan tersebut bersifat wajib (mandatory) dan biasanya mengatur untuk
mengungkapkan lebih banyak informasi dalam annual report (Popova et al.
2013). Penelitian yang dilakukan oleh Bhayani (2012) terhadap perusahaan yang
termasuk ke dalam NSE 50 Index di India menunjukkan bahwa listing status
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan dalam tabel

Theoretical Mapping dalam Lampiran I.
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMN di
Indonesia memiliki peran sentral dalam perkembangan sosio-ekonomi suatu
negara (Odainkey dan Simpson, 2012), karena terlibat secara langsung dalam
proses alokasi sumber daya yang bersifat ekonomis bagi masyarakat (Jubaedah,
2007) dan menguasai hajat hidup orang banyak (Purwoko, 2002). Selain itu, BPK

BUMN memiliki peran penting

Dewan Komisaris terhadap
mandatory disclosure tersebut. Selain itu, penelitian yang menguji pengaruh
board governance terhadap ketaatan mandatory disclosure (fokus pada laporan
laba/rugi dan neraca) pada BUMN non-keuangan di Indonesia sepengetahuan
penulis belum pernah dilakukan sehingga penelitian ini menjadi penting untuk
dilakukan.

Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengaruh corporate
governance terhadap mandatory disclosure (Prawinandi et al., 2012; Utami et al.,
2012). Penelitian ini berbeda karena menguji pengaruh board governance

terhadap mandatory disclosure. Kebaruan penelitian ini adalah : (1) obyek
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penelitian ini menggunakan BUMN non-keuangan, (2) periode waktu yang
digunakan adalah tahun 2008 sampai dengan 2012 sebelum penerapan UU No.
XXI1 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (3) dalam penelitian ini dilakukan
wawancara dengan Dewan Komisaris yang digunakan sebagai analisis hasil

penelitian, dan (4) pengukuran mandatory disclosure dengan mengidentifikasi

item-item pengungkapan da

Edaran Ketua Bapepam No. tentang Penyajian dan

umum.

Terdapat tujuh faktor board governance yang diindikasikan berpengaruh
signifikan terhadap mandatory disclosure. Tiga faktor diantaranya merupakan
novelty dalam penelitian ini, yakni pengalaman internasional Komisaris,
pengalaman Komisaris sebagai Direktur Utama, dan pengetahuan industri
Komisaris. Ketiga faktor tersebut belum pernah digunakan sebagai faktor yang
dapat mempengaruhi mandatory disclosure dalam penelitian sebelumnya. Selain
itu, perusahaan yang umumnya diteliti dalam penelitian terdahulu adalah
perusahaan swasta. Berbeda dengan penelitian terdahulu, perusahaan yang diteliti

dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN non-keuangan.
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B. Rumusan Masalah
Board of directors berperan dalam mengawasi aktivitas dan kinerja

perusahaan. Pengawasan yang lebih intensif oleh board of directors dapat

mendorong pengungkapan lebih komprehensif dan berkualitas. Salah satu dari

2. Bagaimana pengaruh peranan board governance BUMN non-keuangan

terhadap ketaatan mandatory disclosure?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk
menguji pengaruh keberadaan board governance terhadap ketaatan mandatory
disclosure pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan di
Indonesia. Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai

berikut:
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1. Memberikan bukti empiris apakah BUMN non-keuangan di Indonesia
telah mematuhi peraturan yang tertuang dalam Surat Edaran Ketua
Bapepam No. SE-02/PM/2002 dan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-
02/BL/2008 tentang mandatory disclosure.

2. Memberikan bukti empiris pengaruh variabel ukuran Dewan Komisaris

3. proporsi - Komisaris
pada BUMN non-

4. lah rapat Dewan
e pada BUMN non-

5 ariabel latar belakang pendidikan

Komisaris terhadap ketaatan mandatory disclosure pada BUMN non-
keuangan di Indonesia.

6. Memberikan bukti empiris pengaruh variabel pengalaman internasional
Komisaris terhadap ketaatan mandatory disclosure pada BUMN non-
keuangan di Indonesia.

7. Memberikan bukti empiris pengaruh variabel pengalaman Komisaris
sebagai Direktur Utama terhadap ketaatan mandatory disclosure pada

BUMN non-keuangan di Indonesia.
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8. Memberikan bukti empiris pengaruh variabel pengetahuan industri
Komisaris terhadap ketaatan mandatory disclosure pada BUMN non-

keuangan di Indonesia.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkag#lapat memberikan kontribusi berikut:

1. Bagi penyusun fegulasi

Bapepam-LK jpa rekgiinenda y recommendation)
sebagal acuan @ meg evﬁsi dikeluarkan, baik
yang be aitan@gan boakd gq natipun Ketentuan mandatory

keuangan.
2. Bagi praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa
pengetahuan mengenai sejauh mana tingkat mandatory disclosure yang
sudah dilakukan oleh BUMN non-keuangan. Diharapkan hasil ini secara
lebih spesifik dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya
meningkatkan ketaatan mandatory disclosure.
3. Bagi akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
penjelasan teori yang mendasari pelaksanaan mandatory disclosure yang
dilakukan oleh perusahaan BUMN non-keuangan di Indonesia. Kontribusi

juga diharapkan dapat diperoleh melalui aplikasi konsep teoritis dalam
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praktik, khususnya pada BUMN non-keuangan di Indonesia. Lebih jauh,
hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan ke depan
mengenai teori yang sesuai sebagai dasar penerapan board governance

dalam kaitannya dengan mandatory disclosure pada BUMN di Indonesia.




